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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat Rahmat dan
KarunianNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan
sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020. Meski selama
Tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui informasi pada pada
portal Open Data yang berbasis Website. Dengan demikian masyarakat dapat
dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan
saja walaupun di masa pembatasan sosial.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai
kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah
dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan
laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca
dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tahunan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun Anggaran 2020.

Kupang, 09 Juli 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

e

Drs. Aba Maulaka
Pembina Utama Mad, Madya
NIP. 19630205 198603 1 031
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BAB 1

Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun Anggaran 2020



BAB [

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan [nformasi Publik

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka

pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah
satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat

untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka

penyelenggaraa negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut
makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh
informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hokum

yang berkaitan dengan ;

1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan

Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proposional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010

sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi

publik pada pemohon informasi publik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur



menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Layanan Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam
rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi
dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelola layanan informasi

dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan provinsi nusa tenggara timur.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan

informasi, PPID pembantu melakukan pengklarifikasian dan pengdokumentasian
informasi publik, PPID utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan
informasi dari seluruh PPID pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang
bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib
disediakan dan dimumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat

dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji

konsekuensi oleh PPID utama Bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi
yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID utama dan informasi serta merta.
Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi
publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-
baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan
serta perwujudan Goog Governmance di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa

Tenggara Timur.



BAB 11

Pelaksanaan Pelayanan

Informasi Publik



BAB (I

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Permasalahan

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dilingkup Pemerintah Provinsi NTT

dalam Tahun 2020 mengalalmi banyak perkembangan dan kemajuan namun tidak

dapat dipungkiri bahwa masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan yaitu ;

1. Komitmen PPID Pembantu untuk menyediakan informasi dan dokumentasi
publik masih relativ terbatas .

2. Dukungan Sumber Daya Manusia pengelola layanan informasi publik yang
belum cakap dalam menggunakan aplikasi layanan informasi publik.

3. Tidak tersedianya anggaran pendukung kegiatan PPID Utama sebagai akibat

dari refocussing anggaran.

B. Program dan Anggaran

Di tahun 2020 telah direncanakan sejumlah program dan kegiatan yaitu:

1. Sosialisasi dan Revitalisasi Tata Kelola PPID
Sosialisasi KIP ke Kabupaten Malaka
Rapat Koordinasi PPID di lingkup Provinsi

Forum Komunikasi PPID

v o~ W

Rapat Koordinasi PPID tingkat Nasional

Untuk mendukung kegiatan tersebut diatas telah dialokasi anggaran sebesar

Rp. 400.000.000,-



C. Pelaksanaan Kegiatan

Walaupun telah dilakukan refocussing anggaran yang memberikan

konsekuensi bahwa kegiatan yang telah direncanakan tidak tersedia

anggarannya namun ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Revitalisasi Tata Kelola PPID Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

2. Forum Komunikasi PPID

3. Melakukan publikasi melalui media luar ruang terhadap 5 SOP layanan
informasi publik yang meliputi :

a) SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

TRomor SOPAP ]

33 Yahun 2018
Tan | Pembuatan 18 Nopember 2019
an | 1

Revisi
O uﬁEan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI PENGELOLAAN MEDIA INFORMASI, KEL DAN

PUBLIK Judul SOP AP
ID‘“’ Hukum Kualifikasi polaksana :
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Pendidikan minimal S1
2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 2 peraturan \g-undangat

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Adminsstrasi
Pemerintahan.
Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman quelo(aan Pelayanan
Informasi dan De Dalam Negeri Dan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian informasi Publik

@

-~ o

Peraturan Gubomur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Standar O Prosedur di
Lingkungan Pemollnuh Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi|
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018 - 2022

Ketorkaitan Poralatan
1. SOP Penanganan Surat Masuk L_ Formulir isian Kompuuv Jaringan Internet, Pesawat Telepon, ATK

Peringatan P dan

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan teriayani dengan Baik Dicatat pada buku rekap informasi, disimpan dalam bentuk hardcopy dan SORcopy

2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapal

Kegistan Potaksana Pendukung
e PPID Pembantu | _PPID Utama Atasan PPID Wiakiu Gutput s
1 2 3 [ 5 [ 7 s s
[Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang
ies d e ~
komponen & Perangkat Daerah selaku PPID ( J 1. UU No. 14 Talun 2008
[Pombantu o Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 2. UU No. 25 Tahun 2009
Nusa Tenggara Timur diprodusksi sendin, 3. UU No. 23 Tanun 2013 —— [Daftar Informas: Publik
1 |dikembangkan, maupun yang dikirim ke pinak ain 4. PP 61 Tatun 2010 e o [vang tetan dikumputkan
yang berupa arsip statis maupun dinamss, arsip akilf 5. Permendagd No.3 Tha 2017 | ™ > |dari Perangkat Daerah
maupun arsip inakiif dan arsip vital yang Gkuassi 6. Perti No. 1 Tahun 2010

[meliputi jenis dokumen. penanggung jawab kegiatan, 7. Porki No, 1 Tahun 2013
wakty dan tempat kegiatan, serta bentuk Informast yang|
tersedia datam bentuk hard copy dan soft copy.

el
[yang telan dikumpulkan dan
Dernseion s 1. UL No. 14 Tahun 2008

dokumentas, selain
) 2. UU No. 25 Tahun 2009

0 O on famnd don dckmentnk 3. UU No. 23 Tahun 2013 s berkala, sena | D9A" Informasi Pubik

2 |yane secuatikan dengan 4. PP 61 Tahun 2010 i voret  [vang tetah dacasitikas:

kategors ubnqlvmmn Ya0g eah dttaphan e UL 5. Permendagri No.3 Thn 2017 | ™eria dan setiap saat |y b cannya
o, 14 Tahun 2008 P 6. Perki No. 1 Tahun 2010
i Pasad 18, Py trkang Ronsskusnal dargen 7. Perki No. 1 Tahun 2018
seksama dan penuh ketedtian sebelum menyatakan

Pu

|___|olen setiap orar
3 [Mendokumentasikan informast pubiik dalam bontuk
[soficopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam
bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip
[dokumen dan dipisahkan sesual kiasiikas! informasi

Secara berkals, serta
a |Alat Tulis Kantor a dan setiap saat | DS Informasi Pubik

dan dokumeatasi wajib, secara beckala, serta merta dan|
|setiap saat, Peru dibuat datar Informasi dan
(dokumentasi yang dikecualikan

O afar Sefeiah Daftar
P05 oo v, rapatbersama |Setetah Dafar Surst Keputusan Dafter L’X:;"o:n:'.'
dengan PPID Utama PPID Informasi Pubiik Informasi Pubik yang [ (erepxen
[Pembantu Untuk menetapkan  [teckumpul dan PPID  [dtandatangani oleh (1 oy
Dattar Informasi Pubék Pembantu Atasan PPID e e
totapkan

[Seteiah Daftar
informasi Publik
ditetapkan oleh Atasan
PPID Utama Provins:
INTT

[Mengumumkan dan mengunggah Daftar Informasi dan
[Dokumentasi Publlk (DIDP) ke website resmi PPID
Provins NTT (www.ppicutama.tiprov. 60 i) den
sarana informasi lainnya.

[ Adanya konten Daflar
Informasi Publik di
wabsite PPID Utama
Provinsi NTT

sarana informasi iainnya

|
Tidak

—
: l = : Websiie PPID Provinsi NTT dan




b) SOP Pelayanan Permohonan Informasi secara Ofline

NUSA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

TRomar SOP-AP T34 Tahun 2018
Tanggal Pembuatan |18 Nopember 2019
an

Tﬂ&!" Revisi
in oleh

2.
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,

o4

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi anlrm Nomor 35 Tahun 20'
tentang Pedoman dan pan Standar Oy

Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan

~

Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
dan O Prosedur a

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Birokrasi Pemarintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap | Periode 2018 - 2022

Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor §1/KEP/HK/2010 tentang Pengelota
Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

SEKSI PENGELOLAAN MEDIA INFORMASI, DOKUMENTASI, KELEMBAGAAN DAN ASPIRAS! Judul SOP AP
PUBLIK |
IOulr Hukum Kualifikasi
Undang-Undang Nomor . 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Penddikan mnmmal St
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 2 peraturan ng-undangal

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 fentang Petayanan Publik

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publk DI Provinsi

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timwr Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
Memiliki Tata Krama

12

n :
Formulir isian ; Komputar ; Jaringan Internet; Pesawat Telepon; ATK

Pencatatan dan

Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tdak akan terayani dengan Baik

Bila Prosedur ini tidak berjalan maks Pelayanan Prima tidak akan tercapel

sncstatan dan pendataan:
Dicatat paca buku rekap informasi, disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA OFFLINE
Mutu Baku
No. Tahap Keglatan PEMOHON |PPID UTAMA PPID Kelengkapan Waktu Output Keterangy
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1M informasi yang
dibutuhkan secara langsung kepada PPID Utama
dan mengisi formuli permohonan informasi
2 |Meregistrasi pemohon informasi publik 1. Pengisian formulir permohonan Apabil data
2. KTP Pemohon Pribadi / Pimpinan
Lembaga/Organisasi/Perusahaan lengkap mak
3. Akta Notanis/ SK dan Kemenkumham perihal pemohon akj
[pembentukan bagi pemohon lembaga/ diberikan noj
organisasi register PPI(]
4. ADVART Lembaga /OrganisasiPerusahaan
5. Surat Kuasa dan Pimpinan
Lembaga/Organisasi/Perusahaan
3 |Memenuhi jpermohonan informas: apabéa informasi
jyang diminta telah tersedia
3 |Apabila lengkap maka akan langsung dijawab i
secara tertulls
4 |Apablla dokumen persyaratan kurang lengkap 3 (tiga) hanl
maka dikirimkan surat permohonan kelengkapan :‘m
data kepada pemohon
5 |Diputuskan apakah akan menenma, menoiak
atau diteruskan kepada PPID Pembantu
OPD/BUMD
6 |Apabia diputuskan ditolak maka harus ferulls
berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga
disampaikan tata cara mengajukan keberatan
7 |Apabila dierima, maka wajb Giberkan akses 10 (sepulu) Jika ada biay
untuk melihat informasi ataupun diberikan hari kerja a
salinannya berikut informasi biayanya apabila ada. okopi men
beban bagi
pemohon
Pelaksana - MutuBaku G
Na. Talag Kaghetsn PEMOHON |PPID UTAMA| Kelénghspen : g
1 2 3 4 7 8 9 10
Apabila membutuhkan jawaban lebih detall dan X
g |PPID Pembantu OPD/BUMD terkait, diakukan 7 (tujuh) hari
penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan kera

secara tertulis.

©

|Apabiia PPID Pembantu OPD/BUMD terkait tidak
menguasal informasi yang dimohon, maka akan
direkomendasian ke PPID Pembantu OPD/BUMD
lain yang menguasai informasi yang dimohon

Jawaban disampatkan




c) SOP Pelayanan Informasi Secara Online

ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMAS| PUBLIK SECARA ONLINE PPID UTAMA PROVINSI NUSA TIMUR

Pelaksana

Mutu Baku

No.| Kagiatan PEMOHON PPID PPID
UTAMA OPD/BUMD

Kelengkapan Waktu _|Output

1 2 4 5

~

Pencatatan pada formulir Utk
diregistrasi

3
T [Permohonan Informasi melalul website
[wew ppidutama nttprov.go.id

T Pengisian formul permononan
b 2 KTP Pemohon Pribads | Pimpinan
Le

3. Akta Notaris/ SK dari Kemenkumharm perihal

5. Surat Kuasa darl Pmpinan
Lombaga/OrganisasiPerusahaan

isasi/Perusahsan

@

Dipuluskan apakah skan menerima, menolak
atau diteruskan kepada OPD/BUMD

[Apabla diputuskan Giolak maka harus tertuks |Tolak
berikut alasan dan penjelasannya. Selain ity
juga disampaikan tata cara mengajukan
keberatan

i

5 [Apabila diterima, maka wajib diberkan akses|Terma
untuk melihat informasi ataupun dibedkan

[Jika ada biaya

informasi sesual UY
KiP

& |Apabila membutuhkan jawaban lobih detal dan
OPD/BUMD terksit. déakukan penambahan
waktu jawab. Jawaban dibenikan secar tertuls.

salinannya berikut informasi biayanya apabila ada E"_'
[

10 (sepuluh)
hari keja

7 |Apabila OPDVBUMD terkat tdak menguasai
informasi yang dmohon, maka akan
direkomendasikan ke OPD/BUMD lain yang
menguasai informasi yang dimohon

7 (tujuh) han
kerja

& |Jawaban disampaikan - !

d) SOP Pelayanan Informasi Yang Dikecualikan

ALUR MEKANISME TATACARA PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR

Pelaksana Mutu Baku
e Tehapen Keptatan PEMOHON | PPID Kelengkapan Waktu Gutput =
1 2 3 ] G 7 3

1 |Permohonan Informasi

3 |Uji konsekuensi berdasarkan pasal 17
Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik

PPID
5
2 |Kiarifikasi Informasi dani PPID OPD/BUMD I {;':‘

4 |Hasil tertulls berupa salinan dokumen
yang dihtamkan atau dikaburkan pada Satasal
bagian yang dikecualikan. Salinan diberikan
kepada pemohon

e) SOP Pengelolaan Keberatan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKAS! PUBLIK

Nomor SOP-AP 35 Tahun 2010
Tanggal Pembuatan 18 iber 2019
anggal Pengesahan

Tﬂhﬂsi Revisi
isahkan olel

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tontang Keterbukaan Informasi Publi
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Oy

5. Pecaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informast
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pamerintah Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 fentang Pelayanan Publik Di

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

~

Timur
8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomar 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Standar Of Prosedur i dil Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Perioda 2018 - 2022

10. Surat Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 81/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Prosedur

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik DI Provinsi Nusa Tenggara

9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi|

SEKSI PENGELOLAAN MEDIA INFORMAS!, DOKUMENTAS!, KELEMBAGAAN DAN ASPIRAS! PUBLIK Judul SOP AP
Dasar Hukum Kuallfikasi B
1. Undang-Undang Nomar : 14 Tahun 2008 tantang Keterbukaan Informasi Publik 1. Pendidikan minimal S1

2. Memahami peraturan Perundang-undangan
3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima

Memiliki Tata Krama

lﬂnmaw

SOP Penanganan Surat Masuk
rakat membutul

Formulir isian ; Komputer ; Jaringan internet; Pesawat Telepon; ATK

Pencatatan dan

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terayani dengan Baik.

2. Bila Prosedur i tidak berjalan maka Pelayanan Prima fidak akan tarcapai

3 mmwmml-nmmmluhmmmmmmlmmﬁ
|__Negatit

Dicatat pada buku rekap informasi, cisimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy




ALUR MEKANISME PENGELOLAAN KEBERATAN PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

w)

Mutu Baku
o T b e e
1 2 3 4 5 Y 7 8 9
1 [Mengajukan keberatan ‘ Mulai ,L I
2 |Mengumumkan tatacara pengelolaan
keberatan

Pengajuan dapat tertulis maupun tidak
Tertulis dan mengisi formulir yang disediakan
(OPD/BUMD dengan bantuan PPID UTAMA
PEMPROV NTT,

1 formuli
2 KTP Pemohon Pribadi / Pimpinan

3. Akta Notaris/ SK dari
Kemenkumham perihal pembentukan
bagi pemohon lembaga/ organisasi

4. AD/ART Lembaga
/Organisasi/Perusahaan

Ir permohonan
janisasiPerusahaan

5. Alasan pengajuan keberatan
6. Kasus posisi dan waktu

7. Nama dan tandatangan

dan petugas

Salinan formulir pengajuan harus diberkan
kepada pemohon

Registrasi olen PPID UTAMA PEMPROV
NTT

1. Nomor

2. Tanggal diterima

3, Identitas pemohon / kuasa

4. Informasi yang diminta

5. Tujuan penggunaan informasi

Tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis
disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga
putuh) hari sejak dicatat pengajuan
keberatan

30 (bga

puluh) har
kerja

f) SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

NUSA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS| DAN KOMUNIKASI PUBLIK

2.

3
4

1
2.

SEKSI PENGELOLAAN MEDIA 3 KEL DAN PUBLIK Judul SOP AP
|Daur Hukum il(unllihui pelaksana -
1

Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubik 1
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2
tentang Informasi Publik

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 3
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar O Prosedur 4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengalolaan Pelayanan Informasi

dan Dy Dalam Negeri Dan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publix Di

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Teaggars Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik DI Provinsi Nusa

Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Standar O i Prosedur I dil Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemeriniah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018 - 2022

Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pendidikan minimal S1
Memahami peraturan Perundang-undangan

Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima

Memiliki Tata Krama

Peralata B

sralaten/periengiapan
Formulir isian , Komputer . Jaringan Intermet. Pesawat Telepon. ATK

Bda Prosedur ni ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terfayani dengan Baik
Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pefayanan Prima tidak akan tercapal
Bila Prosedur ini idak berjalan maka (mage Positf Pemerintah Daerah temadap masyarakat menjadi

Pencatatan dan :

Dicatat pada buku rekap informasi, disimpan dalam bentuk hardcopy dan soficopy

LNogatit
Polaksana Pendukung
No Tahap Kegiatan Keterangan
Pemohon | PPID UTAMA DAN
Informasi | PPID - Dave
|| N— 2 3 4 s 0 % [ D) 10
i keberatan secara teriin (1) Formulr Pengsjuan Keberatan [Pada har dan jam keria, _|Berkas
kepada Atusan PPID datam waktu 10 informasi Pubitk yang tersedia d mofa [maksimal 10 {sepukih) hari [informasi yang telah dis
sejak Mulw @ hevja, lengkap dan dlampin
informasi teregistras [webse dan dapat dundun, (2) Fotocopy [informes teregistrasi Identtas il
|stau scan identitas diri (NIK) dari ((NIK).
[permohon yang mangajukan keberatan
2 [Menetapkan Tim fasiitss sengketa Tangpapan tetuls dar
informasi untuk mengupayakan atasan PPID pechal
penyelesaian [Infarmasi yang
yang dibentuk oleh dmenyg)
PPID Utama i
3 [Dikeuai cloh PPID Utama dan (Diagukan dalam waks
momm. [peling lambat 14 (empat
pejabat yang bidang hukum, * bedas) havi kerja setelah
[pejabat fungsional, serts JFU yang tanggapan
swsual dengan [tortuls dari Atasan PPID.
4 |Tim fasiitasi sengketa informesi
proses
sengkata Informasi kepada Atasan PPIO
& [Melakikan upaya penyelessisn
e =)




Timur

Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Ter

E“" OP-AP
Tanggal Pembuatan
Tanggal n
Tanggal Revisi
sal
NUSA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS| DAN KOMUNIKAS! PUBLIK
SEKS!I PENGELOLAAN MEDIA N TASI, KELE! DAN ASPIRASI PUBLIK Judul SOP AP
IDIIIV Hukum ‘Kull'lkl!i pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor - 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pub 1. Pendidikan minimal S1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2 peraturan
tentang Keterbukaan Informasi Publik o S
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 3. Memiliki pengetahuan mengenai Petayanan Prima
4. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang|
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar O Prosedur i 4. Memiliki Tata Krama
5 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolsan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negen Dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publi Di
Provinsi Nusa Tanggara Timur
7. Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Petayanan Publik DI Provinsi Nusa
Tenggara Timur
8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomore 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Standar Oy Prosedur di Lingkungan Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
@ Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi|
Pemarintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Peniode 2018 - 2022
10 Surat Keputusan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 81/KEP/HK/2018 tentang Pengelola Layanan

Keterkaitan

Peralal

SOP Penanganan Surat Masuk
Dengan masyarakat butuhian

Formulir issan | Komputer ; Janngan Infernet, Pesawat Telepon, ATK

Peringatan

[Pencatatan dan

Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayan| dengan Baik
Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
3. Bila Prosedur ini idak bedalan maka Image Positf Pemerintah Daerah ferhadap masyarakat menjad

ndataan
[Dicatat pada buku rekap informasi, disimpan dalam bentuk hardcopy dan soficopy

Negatit

[ Pelaksana Pendukung
o 3, Usmaten s T . Porangkat
b iy s Partimbangan
PPID Petayanan Daerah e angtone o Oupst
Pombanty | _informas!
1 F] 3 4 5 [ 7 0 0
1 |Melakukan kajan atas informas / dokUmen Yang Berkas parmoncnan mformasi || Setiap saat Berkas permanonan mformas
sk termasuk dalsm Datar nformass Pubik dokcumen dan pemonon yang teian disi lengkap can
(dengan melibatkan Tim Pertimbangan Peiayanan Mal }— itormasi slampin fotoccpy | scan dentias|
Informant. Qi (NIK)
2 |Memborkan perlimbargan atas miomas: / dokumen [Dasar hikum U No. 14 Tahun [Pada han dan jam vena | Surst kepatusan Tim
% rahasa 2008 dan PERKI 1 Petimbangen Peiayanan
UV, kepatutan dan kepentingan umum Tahun 2010 Informas:
T [Menyampakan kepada PPID atas staiss — nformas / Gokumen yang 16iah [Pada har dan jam kera, [informas: / Gokumen darl

-

memberikan surat panolakan kepada pemohon ika
tatus informas: / dokumen dinyatakan rahasia

flormasisokumen yang diminta pemahan nformasi, dinyatakan terbuka untuk publik [maksimal 10 (sepuun) hari | Pecangkat Daersh
apakah tormasuk rahasia atau kerja, sejak permohonan

terbuka. Jika formasi diterima clen

|adaiah terbuka, maka PPID memerintahikan kepada = [Perangkat Doerah

[kampanen/ Perangkat Daerah uruk menyerahkan

foemasiidokumen yang dimaksud. Jia status

fcemasi dokumen oleh Tim Pestimbangan

[Pelayanan Informas: dinyatakan rahssia. maka PPID

membuat surst penoiakan kepada pemohon

intormast

Menandatangani tanda bukll penenimaan atau . informasi stau Cokumen yang | Maksimal diberikan Informas: publk yang diminta

diminta osh pemohion informasi

atau surat penalakan |ika

nformasi / Gokumen tersebut
rahasia

[perpenjangan pemenuhan
|permohonan informasi
setama 7 (tujuh) han sejak
tortuls

oleh pemancn informas: atay
surat panolakan

diberian dan tidak dapat
aperpenjang lag




4. Mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi indeks keterbukaan
informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

5. PPID Utama melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu untuk selalu
melakukan updateterhadap informasi yang harus disediakan melalui web
ppidutama.nttprov.go.id

6. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan monitoring terhadap PPID
Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan pengelolaan PPID untuk
mendukung keterbukaan informasi public di masing-masing daerah.

7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dan atau
mengajukan permohonan informasi publik.

8. Selain itu PPID Utama telah menetapkan keputusan Gubernur NTT
tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan yang diawali dengan rapat
koordinasi dengan PPID Pembantu untuk melakukan uji konsekuensi
terhadap draft Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan ( Keputusan
Gubernur Terlampir).

9. Membangun sinergisitas dan koordinasi Bersama Komisi Informasi
Provinsi NTT untuk mendorong akselerasi pembentukkan Komisi

Informasi Kabupaten/Kota.

D. Informasi Yang Tersedia

Sepanjang tahun 2020 informasi yang tersedia pada website PPID Utama

berjumlah 140 ( serratus empat puluh informasi dengan jenis dan jumlah

informasi (terlampir).



E. Layanan Informasi Publik

Dalam tahun 2020 tidak ada pemohon informasi publik yang hadir secara

langsung pada ruang layanan, hal ini antara lain disebabkan oleh kondisi

pandemi covid-19.

Namun demikian Permohonan informasi melalui website PPID tetap dilayani
dengan jumlah pemohon yang berasal dari dalam daerah maupun dari luar
daerah yang berjumlah 19 Permohonan (terlampir), dan total Informasi yang

diunduh selama Tahun 2020 adalah berjumlah, 776,692 unduhan.

Tabel 1 REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID UTAMA TAHUN
2020

Bulan Permohonan Permohonan Waktu Alasan

Register Dl Informasi Informasi  Permohonan Yang Penolakan

Permohonan

Permohonan Publik Yang Publik Yang Keberatan Diperlukan Permohonan

Informasi Informasi iy abulkan Ditolak Informasi

1 Januari 0 0 0 0 - -
2 Februari 0 0 0 0 - -
3 Maret 2 2 0 0 7 Hari -
4 April 2 2 0 0 7 Hari -
5 Mei 0 0 0 0 - -
6 Juni 1 1 0 0 3 Hari -
7 Juli 5 5 0 0 10 Hari -
8 Agustus 2 2 0 0 5 Hari -
9 September 2 2 0 0 5 Hari -
10 Oktober 4 4 0 0 7 Hari -
11 | November 0 0 0 0 - -
12 Desember 1 1 0 0 3 Hari -

Jumlah 19 19 0 0 47 Hari -




BAB III (



BAB (Il

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai Peragkat Daerah yang melaksanakan Undang-Undang KIP dan

Peraturan pelaksanaanya, PPID Pemerintah Provinsi NTT berupaya

melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi ( PPID ). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tugas dan

tanggung jawab PPID diantaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan

dan/atau pelayanan informasi.

1.

Pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik belum secara optimal merata diseluruh PPID
Pembantu OPD Provinsi NTT

Fungsi dan peran PPID Pembantu OPD di  Pemerintah
Provinsi NTT dirasa masih kurang aktif dalam menyampaikan
informasi publik terbaru di website dan dashboard PPID masing — masing;
Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi NTT
sudah terlaksana dengan baik, namun demikian masih perlu
ditingkatkan, terutama peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola dan
kelembagaan PPID ditingkat PPID Pembantu.



B. SARAN

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas

pelayanan informasi PPID adalah :

1.

Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat
dan staf PPID Pembantu dan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
pada kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat dan wuji konsekuensi yang
diselenggarakan PPID Utama, baik secara daring atau laring atau langsung
dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Mengajak seluruh PPID Pembantu dan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur untuk selalu aktif dalam rangka mengupdate informasi dan
memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.
Mengikutsertakan para pengelola layanan informasi dan dokumentasi di
lingkungan PPID Utama, PPID Pembantu dan Perangkat Daerah di Provinsi Nusa
Tenggara Timur pada sertifikasi ke-PPID-an yang diselenggarakan secara
berkala oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi

layanan informasi publik PPID Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Lampiran dan Dokumentasi Kegiatan
PPID Tahun 2020
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Dokumentasi sosialisasi dan revitalisasi tata kelola PPID
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar .1.1 Gambar.1.2
Kepala bidang Pengelolaan Informasi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sedang
Dokumentasi Publik saat memberikan arahan Memberikan Arahan

Gambar .1.3 Gambar.1.4
Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan Salah stu peseta yang sedang bertanya tentang
revitalisasi tata kelola kelembagaan PPID PPID

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar .1.5 2 e r.-1.'6 ! talisas
Peserta yang mengikuti sosialisasi dan revitalisasi FESETSn SN g tut! sosialisasi dan r —
tata kelola kelembagaan PPID Pemerintah tota kelola kelembagaan PPID
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Dokumentasi Forum Komunikasi PPID 2020

\Vivo VA1 Pro

Gambar.1. Gambar .2
Kadis Kominfo saat membuka kegiatan narasumber saat memberikan materi
sosialisasi forum komunikasi PPID sosialisasi forum komunikasi PPID

Gambar .3. Gambar 4.

Pembacaan brita acara forum komunikasi  Salah satu peserta yang sedang memberikan
PPID pertanyaan kepada narasumber



Gaambar.5. Ganbar .6

Peserta yang mengikuti kegiatan Peserta yang saat menggikuti kegiatan
Sosialisasi forum komunikasi PPID sosialisasi forum komunikasi PPID
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